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Fenomena globalisasi telah berdampak pada perubahan modus operandi dari para pelaku korupsi sehingga
menjadi bersifat transnasional. Contoh kasusnya adalah perkara suap di PT. Garuda Indonesia. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengulas proses kerja samainternasional KPK dalam penyidikan tindak pidana
korupsi dan pencucian uang transnasional beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi KPK ketika
melakukan kerja sama internasional dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
transnasional. Analisisnya menggunakan teori globalisasi, teori penegakan hukum, teori kerja sama
internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi, konsep faktor penghambat kerja samainternasional
dalam penegakan hukum, konsep penyidikan, teori yurisdiksi, konsep kejahatan transnasional, serta
pengertian tindak pidana korupsi dan pencucian uang. M etode penelitiannya menggunakan pendekatan
kualitatif dengan studi kasus yaitu perkara suap di PT. Garuda Indonesia. Lokas penelitian dilakukan di
Direktorat Penyidikan KPK melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerja sama internasional yang dilakukan KPK dengan agensi asing
yaitu SFO dan CPIB menggunakan format parallel investigations. Dasar kerja samainternasional yang
dilakukan KPK tersebut menggunakan MoU bilateral maupun multilateral serta perjanjian ASEAN MLAT
dengan mengacu pada instrumen internasional yaitu United Nation Convention Against Corruption
(UNCAC). Praktik kerja samainternasionalnya adalah melalui pertukaran informasi/data/dokumen secara
intelijen basis. Media yang digunakan adalah email, teleconference call, telepon, dan pertemuan tatap muka.
K etika masing-masing agensi membutuhkannya dalam format barang bukti untuk persidangan, agens
tersebut perlu mengajukan permintaan melalui MLA. Walaupun sudah ada platform kerja sama
internasional, KPK masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam pel aksanaan kerja sama internasional.
Tantangan dan hambatan tersebut terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum baik
yang ada di Indonesia maupun di negara-negara yang digjak kerja sama dalam penanganan kasus ini.

...... Globalization has influenced changes in the methods of corruption actors, causing them to become
transnational in nature. An example of a caseisthe bribery case at PT. Garuda Indonesia. The purpose of
thisresearch isto review the process of the KPK'sinternational cooperation in investigating transnational
corruption and money laundering crimes, as well as the challenges and obstacles faced by KPK when
carrying out international cooperation in investigating transnational corruption and money laundering
crimes. The analysis uses globalization theory, law enforcement theory, and international cooperation theory
in dealing with corruption crimes, the concept of inhibiting factors of international cooperation in law
enforcement, investigation concepts, jurisdiction theory, the concept of transnational crime, and the notion
of corruption and money laundering. The method used is a qualitative one with a case study approach. The
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research was carried out at KPK’s Investigation Directorate through data collection techniques in the form
of interviews and literature studies. The results show that the international cooperation carried out by KPK
with foreign agencies, namely SFO and CPIB, uses a parallel investigation format. The basis for the KPK’s
international cooperation uses bilateral and multilateral MoUs and the ASEAN MLAT agreement with
reference to internationa instruments, namely the United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC). The practice of international cooperation is the exchange of information, data, and documents on
an intelligence basis. The media used are e-mail, teleconference calls, telephone, and face-to-face meetings.
When each agency requiresit in evidencial format, the agency submitsa MLA request. Even though thereis
already an international cooperation platform, KPK still faces challenges and obstacles in implementing
international cooperation. The challenges and obstacles are related to the substance of the law, lega
structure, and legal culture both in Indonesia and in the cooperating countries on handling this case.



